WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR |2 TAHUN 2022

TENTANG

KALENDER PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

[

WALIKOTA SOLOK,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah perlu menyusun dan menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Kalender Perencanaan Pemerintah Daerah Tahun
2022.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);




Menetapkan

N

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan
Kotamadya Payakumbuh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KALENDER PERENCANAAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

(1) Kalender Perencanaan Pemerintah Daerah Tahun 2022

adalah Kalender Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun,
terhitung mulai bulan Desember 2021 sampai dengan
bulan Juli Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Kalender Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pedoman bagi :

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022; dan

b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.




Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal [0 Japvaci 202

) ZUL ELFIAN UMAR ;)z

Diundangkan di Solok
pada tanggal ¢ J2rupcv 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR (2




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 1L TAHUN 2022
TENTANG ~ : KALENDER PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
KALENDER PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH
BULAN
URAIAN KEGIATAN ACUAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
LT vl v v v ININEDINDODN

Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Tahun
Persiapan Penyusunan RKPD 2023

2023

a. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim
Penyusunan RKPD 2023

86 Tahun 2017

Pasal 73 dan 74 Permendagri Nomor I

b. Orientasi mengenai RKPD 2023

Pasal 73 dan 74 Permendagri Nomor
86 Tahun 2017

¢. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan RKPD 2023

Pasal 73 dan 74 Permendagri Nomor
86 Tahun 2017

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 73 dan 74 Permendagri Nomor
86 Tahun 2017

Pra Mu_srenbang Kelurahan

3 |Pelaksanaan Evaluasi RKPD Tahun 2021 pada Triwulan IV

Bab IV Permendagri Nomor 86 Tahun
2017

4 |Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Pasal 75 Permendagri Nomor 86 —
Tahun 2017

a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 déngah melakukan
penyelarasan terhadap RPJMD, RKP dan Program Strategis Nasional dan
Pedoman Penyusunan RKPD

Pasal 75 dan 77 Permendagri Nomor
86 Tahun 2017

b. Pembahasan proyeksi anggaran RKPD 2023 dan pagu OPD tahun 2023

Pasal 313 Perrﬁendagri-Nomor 86
Tahun 2017

¢. Musrenbang Kelurahan

d. Konsutasi Publik terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Pasal 80 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017

e. Penyempurnaan Rancangan“AwaI RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil
Konsultasi Pubik

Pasal 81 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017

f.  Pengentrian Rancangan Renja PD ke dalam aplikasi SIPD

g. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 82 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017




BULAN

URAIAN KEGIATAN ACUAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
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h. Penyampaian Ranwal RKPD dan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Pasal 83 Permendagri Nomor 86
Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023 kepada Perangkat Tahun 2017
Daerah
i. Musrenbang Kecamatan Pasal 98 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017
R j.7 Forum PD o Pasal 84 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017
k. Penyempurnaan rancangan Renja PD berdasarkan hasil forum PD Pasal 84 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 ) ||
. Verifikasi Awal Renja PD dan Integrasi Rancangan Awal RKPD dengan Renja  |Pasal 84 Permendagri Nomor 86
PD Tahun 2017 : 1]
5 |Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1
Dokumen Kebijakan Lainnya
a. Pengumpulan bahan untuk usulan APBN dan APBD Provinsi | i ;
b. Fasilitasi pengentrian usulan APBN /Simlaras/Rakor )
c. Fasilitasi pengentrian usulan APBD Provinsi -
d. Pembahasan usulan APBD Provinsi L] IR
e. Pengumpulan bahan untuk usulan DAK I
f. Fasilitasi pengentrian usulan DAK i IR
g. Verifikasi usulan DAK fisik 1 _
h. Fasilitasi pembahasan usulan DAK dengan tim Provinsi - | i mEn
6  |Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Penyusunan RKPD 2023 Ayat 2 dan 3 Pasal 78 Permendagri B N
Nomor 86 Tahun 2017
a. Sosialisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD 2023 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 :
tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah
b. Permintaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD 2023 oleh  |Ayat 2 Pasal 78 Permendagri Nomor
Walikota 86 Tahun 2017
_____ o Input Kamus usulan permasalahan di SIPD oleh Bappeda Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 3 N
tentang Sistem Informasi Pemerintahan
| Daerah




BULAN

URAIAN KEGIATAN ACUAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
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d. Penyampaian secara tertulis Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil Pleno di DPRD | Ayat 3 Pasal 78 Permendagri Nomor
kepada Walikota cq. Kepala Bappeda dan entri Pokok-Pokok Pikiran DPRD di {86 Tahun 2017
SIPD serta validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Sekretariat DPRD

e. Penelahaan dan Validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Bappeda - Pasal 178 dan Bagian B.8.
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah

f Penelahaan dan Validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Perangkat Daerah |- Pasal 178 dan Bagian B.8.
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah o]

g. Penelahaan dan Validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Tim RKPD - Pasal 178 dan Bagian B.8.
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah _ : )

Perencanaan dan Penganggaran Hibah dan BKK dalam RKPD 2023

a. |Sosialisasi Perwako Hibah dan BKK

b. Penetap%n OPD terkait yang memproses pelaksanaan Hibah dan BKK dengan
Keputusan Walikota

¢. |Penyampaian usulan Hibah dan BKK kepada Walikota melalui OPD terkait serta
Verifikasi oleh OPD terhadap usulan Hibah

d. |Penyampaian rekomendasi tertulis dari OPD kepada Bappeda

e. |Pembahasan usulan hibah dan BKK berdasarkan rekomendasi OPD

f. |Penyampaian hasil Pertimbangan kepada OPD pemberi rekomendasi usulan
Hibah dan BKK untuk dientrikan ke program, kegiatan, sub kegiatan di SIPD

Penyusunan Rancangan RKPD

a. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Pasal 94 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 ne
b. Penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan akhir RKPD sesuai Pasal 100 Permendagri Nomor 86
hasil musrenbang Tahun 2017 i | L J




BULAN

URAIAN KEGIATAN ACUAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
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¢. Pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan seluruh PD/Penajaman Renja PD |Pasal 101 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 e ) h
d. Penyempurr{aan Rancangan Akhir RKPD sesuai hasil pembahasan dengan PD  |Pasal 101 PeFmendagri Nomor 86
Tahun 2017 B B I O A A 9
e. Penyiapan Rancangan Perwako RKPD Pasal 102 Permendagri Nomor 86 .
Tahun 2017 ERES Ll 1]
f. Reviu Rancangan Akhir RKPD oleh APIP I T N N N N
g. Fasilitasi Rancangan akhir RKPD oleh Bappeda Provinsi Pasal 102 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 B o O I ]
h. Perbaikan Rancangan Akhir RKPD sesuai hasil fasilitasi Provinsi Pasal 102 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 B ) .
i. Penetapan Perwako tentang RKPD Pasal 103 Permendagri Nomor 86
- Tahun 2017 N ] EEEEENE |
i Verifikasi Akhir Renja PD - | - B . 8
k. Penetapan Renja PD ) -
B | 1
11 |Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 2022 Pasal 343 Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 . y
a. Permintaan bahan kepada PD B . L 4
b. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Tahun 2022 pada Triwulan Il Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor
86 Tahun 2017
¢. Penyampaian Perubahan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2022 oleh BKD Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 i B
d. Penyiapan SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan
Renja PD Tahun 2022 o EREE |
e. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 bt -
f.Pengentrian usulan Perubahan Renja PD 2022 ke dalam aplikasi SIPD BN [ 1 I A
: g. Pembahasan Perubahan RKPD/Penajaman Perubahan Renja PD » . | . -
h. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD ) O O O B N
i. Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022 kepada Walikota
i, Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2022 oleh APIP . ] I __:7 74_4 :T: 7 ; 1O OO O O O (S
B k- Fasilitasi Rancangan akhir Perubahan RKPD 2022 oleh Bappeda Provinsi e [ii 11 bbb L_; L




BULAN
URAIAN KEGIATAN ACUAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
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. Perbaikan Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2022 sesuai hasil fasilitasi
Provinsi

n. Venf kasi Perubahan Renja PD 2022

V 6 Penetapan Perubahan Renja PD 2022 B




SEKRETARIATDAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

J1. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. :  Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra

Dari : Bagian Hukum
Tentang : Kalender Perencanaan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
OPD Pemrakarsa :  BAPPEDA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon . Peraturan Walikota Solok tentang Kalender Perencanaan
tanda tangan atas Pemerintah Daerah Tahun 2022.

DISPOSISI PIMPINAN KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL,|SH, MM
NIP. 19720824 [99703 1 004




PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170 SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok. 04 Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1442 H

Kepada -
Nomor . 050/ 061 /Bappeda-2022 Yth. Bapak Walikota Solok
di -
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas . Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
Dari . Kepala Bappeda Kota Solok
Tentang . Peraturan Walikota Solok tentang Kalender Perencanaan
Pemerintah Daerah Tahun 2022
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Catatan : 1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu

menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kalender Perencanaan.

2. Penyusunan kalender perencanaan Pemerintah Daerah dilakukan agar
perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan tepat waktu yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

3. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Walikota tentang
Kalender Perencanaan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang
mohon Kalender Perencanaan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK
3/ /
Tindak lanjut staf Dr. DESMON. M.Pd

NIP. 19681020 199003 1 004




